ABSTRAK
Dena Ayu, ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN DANA NON HALAL
DAN PEMANFAATANNYA DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 123 TAHUN
2018 (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Lembaga Perekonomian Syariah
seperti BAZNAS Provinsi Jawa Barat masih ada dana non halal yang harus
diungkapkan serta disajikan dengan laporan keuangan yang secara transparan dan
akuntabilitas mengenai pendistribusian dan pengeluarannya agar dapat
memberikan kepercayaan hukum dari persepsi masyarakat bahwa dana non halal
yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat digunakan sesuai pedoman hukum
dan istinbath hukum.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan mekanisme pengelolaan
dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat; (2) menganalisis laporan
keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sesuai dengan PSAK Nomor 109; (3)
menganalisis penggunaan dana non halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 123
Tahun 2018.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak pada teori-teori
mengenai dana non halal di BAZNAS pasca terbitnya fatwa DSN-MUI Nomor 123
Tahun 2018 serta PSAK No. 109 yang menjadi acuan bagi lembaga zakat dalam
melakukan laporan keuangan baik dalam penyaluran atau penghimpunan dana.

Metodologi penelitian ini berupa metode deskriptif analisis, dengan
pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis yang berkaitan pada objek
penelitian yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data diperoleh secara langsung
melalui wawancara dengan Kepala Sekretaris BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan
dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi
data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme pengelolaan
dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat yaitu berasal dari pertama,
kerjasama dengan bank konvensional dan kedua, bersumber dari tidak diketahui
pemilik dana yang telah menyalurkan dana tersebut tanpa ada kejelasan transaksi
(apakah masuk ke zakat, infak, atau sedekah).Mekanisme penyaluran dana non
halal yaitu dana yang masuk akan dikumpulkan dan dibukukan, setelahnya akan
diatur perencanaan dalam penyaluran dana non halal pada fungsi dan pemanfaatan
yang benar seperti pada 3J (jalan, jamban dan jembatan). (2) Analisis kesesuaian
pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di BAZNAS Jawa Barat dengan
PSAK Nomor 109 yaitu pada aspek dasar penyusunan laporan keuangan secara
umum di BAZNAS Jawa Barat telah sesuai dan mengacu pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan, khususnya PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan
Akuntansi Indonesia. (3) Pandangan DSN-MUI mengenai persoalan dana non halal
ditinjau dengan kaidah tafriq al-halal min al-haram yakni kaidah ini cocok untuk
memisahkan harta halal dan haram dari cara mendapatkannya bukan dari zatnya,
adanya kaidah tafrig al-halal min al-haram untuk memberikan kemaslahatan
hukum atau kepastian hukum.
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ABSTRACT
Dena Ayu, ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF THE USE OF NON-
HALAL FUNDS AND THEIR UTILIZATION WITH DSN-MUI FATWA
NO. 123 OF 2018 (Case Study at BAZNAS West Java Province)

This research is motivated by Sharia Economic Institutions such as
BAZNAS of West Java Province that there are still non-halal institutions that must
be disclosed and presented with financial reports that are transparent and
accountable regarding their distribution and expenditure in order to provide legal
trust from the public perception that non-halal funds in BAZNAS West Java
Province can be used according to legal guidelines and istinbath law.

The objectives of this study are (1) to describe the mechanism for managing
non-halal funds in BAZNAS of West Java Province; (2) analyze the financial
statements in BAZNAS of West Java Province in accordance with PSAK Number
109; (3) analyze the use of non-halal funds based on DSN-MUI Fatwa Number 123
of 2018.

The frame of mind in this study is based on theories regarding non-halal
funds in BAZNAS after the issuance of DSN-MUI fatwa Number 123 of 2018 and
PSAK No. 109 which became a reference for zakat institutions in conducting
financial reports both in disbursement or raising funds.

The methodology of this research is in the form of a descriptive method of
analysis, with an empirical juridical approach by analyzing those related to the
object of research that occurs in the field. Data collection was obtained directly
through interviews with the Chief Secretary of BAZNAS of West Java Province
and documentation. The data analysis techniques are carried out through the stages
of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study can be concluded that (1) The mechanism for
managing non-halal funds in BAZNAS of West Java Province comes from first,
cooperation with conventional banks and secondly, sourced from unknown fund
owners who have distributed these funds without any clarity of transactions
(whether they enter zakat, infak, or alms). The mechanism for disbursing non-halal
funds in BAZNAS of West Java Province is that the incoming funds will be
collected and recorded, after which planning will be arranged in the distribution of
non-halal funds in the correct function and utilization as in 3J (roads, latrines and
bridges). (2) Analysis of the suitability of the management and utilization of non-
halal funds in BAZNAS West Java with PSAK Number 109, namely the basis for
the preparation of general financial statements at BAZNAS West Java has referred
to the Statement of Financial Accounting Standards, especially PSAK No. 109
concerning Zakat Accounting and generally accepted accounting principles set by
the Indonesian Accounting Association. (3) The views of the DSN-MUI on the
issue of non-halal funds are reviewed with the rule of tafrig al-halal min al-haram,
namely that this rule is suitable for separating halal and haram assets from how to
obtain them not from the substance, the existence of the rule of tafrig al-halal min
al-haram to provide legal benefits or legal certainty.
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